PERATURAN PRES| DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOMER 15 TAHWN 1961
TENTANG
PERUBAHAN DAN PENAVBAHAN PERATURAN PRESI DEN NCMIR 20
TAHUN 1960, TENTANG PEVBER AN PENGHARGAAN TUNJANGAN
KEPADA PER NIl S PERCERAKAN KEBANGSAAN KEMERDEKAAN

PRES DEN REPUBLI K | NDONESI A

Meni nbang :

Perl u nengadakan per ubahan dan penanbahan dal am Peraturan Presi den Nonor
20 tahun 1960 sedem kian rupa sehingga Peraturan Presiden itu neliputi
juga para Perintis kenerdekaan yang nel akukan perjuangan dengan nenakai
senj at a;

Mengi ngat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Uhdang- undang Nonor 10 Prp. tahun 1960;

Mendengar :

Menteri Pertama dan Menteri Kesej ahteraan Sosial, Mnteri Keamanan
Nasi onal dan Menteri Dal am Negeri dan QG onom Daerah;
MEMUTUSKAN :

Menet apkan :

PERATURAN PRESI DEN TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PRES CEN
NOMCR 20 TAHUN 1960 TENTANG PEMBER AN PENGHARGAAN TUNJANGAN  KEPADA
PER NIl S PERCERAKAN KEBANGSAAN KEMERCEKAAN

Pasal |.

(1)O dalam pasal 1, di antara ayat b dan ayat c ditanbahkan ayat c
(baru) yang ber bunyi

"c. nereka yang berjuang nel anan penerintah penjaj ahan dengan nenakai
senjata dan ol en karenanya gugur, nendapat hukuman nati, seunur
hi dup atau sel ana 3 bul an atau | ebi h ol eh pererintah kol oni al ";

(2)huruf c (lama) dal ampasal tersebut dijadi kan huruf d (baru).
Pasal 11.

Titik penutup pasal 2 ayat (1) diganti dengan kona dan kenudi an
di tanbahkan anak kalinat yang berbunyi "dan dal am hal nengenai Angkatan
Bersenjata rengan perantaraan Menteri Keamanan Nasional sehingga ayat
tersebut sel uruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Kepada seorang perintis pergerakan/ kebangsaan/ kener dekaan di beri kan
tunj angan sebagai penghargaan dari Penerintah atas jasa-jasanya yang
di beri kan ol eh Menteri Kesej ahteraan Sosial atas inisiatif sendiri atau
atas permntaan yang bersangkutan karena hi dup dal am keadaan sukar atau
atas permntaan pihak ketiga yang diaj ukan ol en yang berkepentingan,
dengan perantaraan Menteri Dalam Negeri dan Qonom Daerah, dan dal am
hal ini nengenai Angkatan Bersenjata, dengan perantaraan Menteri
Keamanan Nasi onal ."



Pasal I1I1.

D antara kata-kata "tersebut"” dan "di perhitungkan" dal am-a asal
3 disisipkan kata "dapat", sehingga pasal tersebut sel uruhnya berbunyi
sebagai berikut :

"apabila seorang perintis pergerakan kebangsaan/kenerdekaan termaksud
pada pasal-pasal peraturan ini telah nenerima uang pensiun atau
tunj angan-tunj angan | ain dari Penerintah berdasarkan peraturan-perat uran
yang berl aku; maka uang pensiun atau tunjangan-tunjangan |ain tersebut
dapat di per hi tungkan dengan uang ternaksud dal anpasal 2 peraturan ini".

Pasal |V.

Pasal 5 diubah, sehingga pasal tersebut seluruhnya berbunyi sebagai
beri kut :

"Unt uk nenberi kan pertinbangan- pertinbangan kepada Menteri Dal am Negeri
dan Gonom Daerah, Mnteri Keamanan Nasional dalam hal nengenai
Angkat an Bersenjata dan Menteri Kesejahteraan Sosial dal am nel aksanakan
ket ent uan- ket ent uan dal am Peraturan Presiden ini dibentuk sebuah Badan
Pertinbanngan yang terdiri dari sebanyak-banyaknya tujuh orang yang
diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri dan Qonom
Daerah, Menteri Keamanan Nasional dan Menteri Kesejahteraan Sosial".

Pasal V.

Peraturan Presiden ini mula berlaku pada hari diundangkan dan
ber| aku surut sanpai pada tanggal 17 Septenber 1960.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya nenerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penenpatan dal am Lenbaran
Negara Republ i k | ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Sept enber 1961.
Pej abat Presi den Republ ik | ndonesi a,

ttd.
J. LEI MENA
D undangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Sept enber 1961.
Pej abat Sekretaris Negara,
ttd.
AW SLIRIAD N N GRAT.
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRES DEN NOMCR 15 TAHUN 1961
TENTANG

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PRES DEN NOMCR 20 TAHUN
1960 TENTANG PEVBER AN PENGHARGAAN TUNJANGAN KEPADA
PER NIl S PERCERAKAN KEBANGSAAN KEMERDEKAAN



UMM

Sudahl ah sel ayaknya, bahwa penghargaan kepada para Perintis
Per ger akan Kebangsaan/ Kener dekaan diberi kan juga kepada nereka yang
nel akukan perjuangan itu dengan nenakai senjata, Yyaitu kepada nereka
yang di zanman penjajahan tergabung dal am suatu Angkatan Bersenjata
peneri ntah kol oni al .

Uhtuk nengatur hal itu tidak dirasa perlu adanya suatu Peraturan
Penerintah khusus, bahkan |ebih baik hal itu dinmasukkan di dalam
Peraturan yang telah ada, yaitu Peraturan Presiden Nonor 20 tahun 1960,
dengan nencant unkan per ubahan- per ubahan sekedar di perl| ukan.

PASAL CEM PASAL.
Pasal | dan II.

Qukup j el as.

Pasal 111.

Tunjangan yang diberikan dengan Peraturan Presiden ternaksud
adal ah tunjangan sebagai penghargaan atas jasa-jasa para Perintis
terhadap Negara dan Bangsa.

Maka tidakl ah waj ar apabil a penghargaan yang di beri kan atas jasa-
jasa itu kemudi an di kurangi dengan pensiun dan lain-lain yang tidak ada
hubungannya dengan perj uangan itu.

Berhubung dengan itu, maka pada pasal 111 ditanbahkan Kkata
"dapat", sehingga dengan dem ki an tunj angan penghargaan tidak usah pasti
di per hi tungkan (di kurangi) dengan pensiun dan | ai n- |ain.

Pasal Il ini dapat digunakan dalam hal-hal yang khusus
ber dasar kan sesuat u peraturan Negar a.

Pasal 1V dan V.
Qukup j el as.
CATATAN

Kuti pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG
TEHLAH D CETAK WLANG

Sunber : LN 1961/ 279; TLN NQ 2307



